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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Tindak Pidana dibidang 
perkawinan Poligami, dengan identifikasi masalah Pembuktian perkara pidana terhadap 
seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama 
dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap 
seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri 
pertama. Tujuan penelitian ini ingin menegetahui dan memahami tentang Pembuktian perkara pidana 
terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari 
isteri pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin 
dari isteri pertama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami 
melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama telah melalui 
proses hukum yang benar dimana dalam pembuktian dipengadilan hakim telah menghadirkan 
beberapa orang saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa. Adapun yang menjadi dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami melakukan 
perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama adalah bahwa yang 
menjadi penghalang terdakwa untuk pernikahannya yang kedua ialah terdakwa masih terikat 
perkawinan dengan seorang perempuan.  
 
Kata Kunci : Pembuktian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana,pasal 
279 KUHP 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Berbicara mengenai Manusia sengaja 
diciptakan Tuhan di samping untuk mengabdi 
kepada-Nya, juga untuk mengelola bumi 
seisinya. Penciptaan ini tentu sekaligus dengan 
penguasaannya di mana penguasaan itu 
meliputi pengelolaan bumi. Pengelolaan itu 
akan berlangsung secara kontinyu 
(berkelanjutan) sampai akhir zaman, dan masa 
hidup manusia yang terbatas dapat dipecahkan 
dengan adanya hasrat untuk meneruskan jenis, 
sehingga manusia dapat berketurunan dan 
berkembang demi menjaga kontinutas 
pengelolaan bumi tadi, mereka bekerja untuk 
memakmurkannya dan mengolah kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya. Hasrat 
untuk meneruskan keturunan, sesungguhnya 
telah ada dalam diri manusia sejak mereka ada 
berupa nafsu seks. Dengan ini timbul 
hubungan kelamin antara jenis seks yang 
berlainan dan menghasilkan keturunan. 
 Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang perempuan dengan seorang 
laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan 
untuk membentuk suatu keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Untuk dapat mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
1
 
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-
isteri;  
b. adanya kepastian bahwa suami mampu 
menjamin keperluan-keperluan hidup 
isteri-isteri dan anak-anak mereka;  
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c. adanya jaminan bahwa suami akan 
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 
anak-anak mereka. 
Namun, apabila suami ingin melakukan 
perceraian karena rumah tangganya sudah 
tidak harmonis lagi, sudah barang tentu harus 
melalui prosedur sebelum melakukan 
perkawinan untuk keduakalinya. Seorang 
suami yang telah melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, yang akan menceraikan 
isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan 
di tempat tinggalnya, yang berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud 
menceraikan isterinya disertai dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada Pengadilan 
agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 
Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut 
di atas, dapat diketahui bahwa seorang suami 
untuk dapat kawin lagi diperlukan tata cara 
atau persyaratan sebagai berikut :
2
 
a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu 
untuk menjamin keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anaknya; 
c. Adanya jaminan untuk berlaku adil. 
Dan selanjutnya sang suami wajib 
mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pengadilan dengan alasan:
3
 
- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai isteri; 
- Bahwa isteri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
atau 
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Mempelajari kasus tersebut diatas 
nampaknya diperlukan adanya pembuktian 
mengenai masih adanya ikatan suami isteri 
dengan isteri pertama padahal diketahui bahwa 
hubungannya dengan isteri pertama sudah 
tidak berjalan sebagaimana sepatutnya yaitu 
sudah berpisah selama kurun waktu 2 (dua) 
tahun lamanya. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang 
telah dikemukakan tersebut, maka tulisan ini 
membahasa mengenai perkawinan poligami 
dengan judul “Penerapan pasal 279 KUHP 
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 Ibid.Hlm 74 
Terhadap Tindak Pidana Perkawinan 
Poligami” 
B. Rumusan masalah 
Permasalahn yang dapat penulis ajukan 
dalam kaitannya Penerapan Pasal 279 KUHP 
Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perkawinan 
Poligami adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Pembuktian perkara 
pidana terhadap seorang suami 
melakukan perkawinan untuk 
keduakalinya tanpa adanya izin dari 
isteri pertama ?  
2. Apakah yang menjadi dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara pidana terhadap seorang suami 
melakukan perkawinan untuk 
keduakalinya tanpa adanya izin dari 
isteri pertama ? 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Pembuktian perkara pidana terhadap 
seorang suami melakukan perkawinan 
untuk keduakalinya tanpa adanya izin 
dari isteri pertama 
Pembuktian adalah suatu proses 
membuktikan dan meyakinkan hakim tentang 
kebenaran peristiwa dengan menggunakan 
bukti-bukti yang diatur oleh undang-
undang,seperti yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya bahwa pembuktian yang terjadi 
dalam suatu persidangan perkara, baik perkara 
pidana, perdata, tata usaha negara ataupun 
dalam persidangan peradilan agama, 
menempati posisi penting dari jalannya 
peradilan atau persidangan. Hakim dalam 
menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu 
berpedoman kepada hasil pembuktian.  
Menurut W.J.S Poerwadarminta 
yang memberikan pengertian bukti, terbukti 
dan pembuktian mengatakan bahwa :
4
 
a. “Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa 
dan sebagainya) yang cukup untuk 
memperlihatkan kebenaran sesuatu 
hal (peristiwa dan sebagainya); 
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2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, 
Mandar Maju, Bandung. Hlm. 1. 
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015 
 
3 
 
b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-
apa yang menjadi tanda sesuatu 
perbuatan (kejahatan dan sebagainya; 
c. Pembuktian adalah perbuatan (hal 
dan sebagainya) pembuktian.” 
d. Dalam proses pembuktian, terdapat 
beberapa sistem pembuktian yang 
bertujuan untuk mengetahui cara 
meletakkan hasil pembuktian 
terhadap perkara yang sedang 
diperiksa. Mengenai sistem 
pembuktian ini akan dijelaskan 
selanjutnya. Selain itu, penulis juga 
akan menguraikan alat-alat bukti 
serta kekuatan pembuktian dari 
masing-masing alat bukti dalam 
proses penyelesaian perkara pidana. 
e. Membuktikan mempunyai 
pengertian-pengertian :Memberi 
(memperlihatkan) bukti; dan 
Menandakan, menyatakan (bahwa 
sesuatu benar); 
 Mengatakan bahwa: 
“ Pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan undang-undang untuk 
membuktikan sesuatu peristiwa. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan 
yang mengatur alat-alat bukti yang 
dibenarkan undang-undang yang boleh 
digunakan hakim membuktikan 
kebenaran suatu peristiwa “.5 
Menurut R.Supomo bahwa:
6
 
“Pembuktian mempunyai dua arti, yaitu 
arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti 
yang luas ialah: membenarkan hubungan 
hukum, yaitu misalnya apabila hakim 
mengabulkan tuntutan penggugat. 
Pengabulan ini mengandung arti, bahwa 
hakim menarik kesimpulan bahwa apa 
yang dikemukakan oleh penggugat 
                                                          
5
 M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P (Penyidikan 
dan Penuntutan), Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetatakan 
kesepuluh, Jakarta. Hlm. 273. 
6
 R. Supomo dalam Andi Hamzah. Pengantar 
Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. 
2005. Hlm. 62-63. 
sebagai hubungan hukum antara 
penggugat dan tergugat adalah benar. 
Untuk itu, membuktikan dalam arti yang 
luas berarti memperkuat kesimpulan 
hakim dengan syarat-syarat bukti yang 
sah. Dalam arti yang terbatas, 
pembuktian hanya diperlukan apabila 
apa yang dikemukakan oleh penggugat 
itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang 
tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.”7 
Tindak pidana biasa juga disebut Delik 
dimana berasal dari bahasa latin delicta atau 
delictum, yang dalam dikenal dengan nama 
strafbaar feit, kata strafbaar feit oleh para ahli 
hukum diterjemahkan dalam berbagai istilah 
dengan perumusan yang berbeda pula. 
Strafbaar feit dalam beberapa istilah S.R. 
Sianturi antara lain:
8
 
- Perbuatan pidana 
- Peristiwa pidana  
- Perbuatan yang dapat dihukum 
- Tindak pidana 
Hemat penulis dari beberapa 
terjemahan istilah strafbaar feit mengandung 
makna yang sama. Didalam penggunaan 
istilah yang bermacam-macam tersebut tidak 
salah didalam penggunaannya dan tetap 
mempergunakan salah satu istilah dengan 
konsisten. 
Istilah tindak pidana dapat dijelaskan 
dari beberapa pendapat, Tindak pidana 
menurut Moeljatno adalah:
9
 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi)yang berupa tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu 
hukum dilarang dan diancam 
pidana.Asal saja dalam pada itu diingat 
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Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia 
Indonesia. Hlm. 62-63. 
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bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan”. 
Pentingnya pembuktian secara formil 
mengenai rumusan rumusan suatu aturan 
tindak pidana, pada hakikatnya hukum acara 
persidangan ini mencari suatu kebenaran 
materiil untuk mempertegasnya.Sistem 
pembuktian yang dianut dan diatur dalam 
KUHAP terdapat pada Pasal 183 yang 
penekanannya harus terdapat pembuktian 
menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam 
Pasal 183 KUHAP tersebut dijelaskan bahwa :  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurangkurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar- benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. 
Pembuktian merupakan salah satu 
tugas dan upaya serta tindakan jaksa penuntut 
umum sebagai salah satu pilar dan lembaga 
penegak hukum, jaksa penuntut umum 
mempunyai tugas sebagai penuntut dalam hal 
perkara tindak pidana,yang mana dalam tugas 
penuntutannya tersebut jaksa harus bersikap 
dan bertindak secara professional. 
Proses penuntutan dan sidang 
pengadilan, jaksa diharuskan membuktikan 
kebenaran dari tindakan atau perbuatan pidana 
yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana 
(terdakwa), yang mana dalam mendukung 
dakwaan tersebut tentu saja jaksa penuntut 
umum harus dibekali dan telah memiliki 
berbagai alat bukti.  
Berikut ini penulis akan 
mengetengahkan perkara pidana perkawinan 
poligami yang pernah diputus oleh Pengadilan 
Palu Nomor : 271/Pid.B/2008/PN.PL sebagai 
berikut :
10
 
1. Duduk Perkara. 
- Bahwa ia terdakwa Abraham Ronny 
Pollo Alias Ibrahim Roni pada hari 
minggu tanggal 17 April 2011 sekitar 
jam 11.00 wita atau pada waktu-
waktu lain dibulan April 2011 
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 Majelis 
bertempat dikelurahan Kabonena 
Kecamatan Palu Barat Kota Palu 
tepatnya dirumah saksi Shelvi Tahir 
atau pada tempat-tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Palu, mengadakan 
perkawinan padahal diketahui bahwa 
perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk 
itu. Perbuatan mana dilakukan ia 
terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut :  
- Bahwa sebelumnya ia terdakwa telah 
menikah dengan saksi Nansy 
Rumimpunu pada tanggal 12 
Desember 2004 di kabupaten 
Donggala dan pernikahan tersebut 
tercatat di catatan Sipil Kabupaten 
Donggala sebagaimana termuat 
dalam akta Perkawinan Nomor 
25/2004, selanjutnya oleh karena 
hubungan rumah tangga terdakwa 
dengan saksi Nansy Rumimpunu 
selanjutnya sekitar 2 (dua) tahun 
kemudian terdakwa berpacaran 
dengan saksi Shelvi Tahir dan 
akhirnya terdakwa menemui saksi 
Zainuddin Tahir yang merupakan 
ayah kandung dari saksi Shelvi Tahir 
untuk melamar saksi Shelvi Tahir 
menjadi isterinya dimana terdakwa 
penyampaikan statusnya sebagai 
Duda dan sudah berpisah dari 
isterinya yang pertama sambil 
menunjuk Surat Keterangan duda 
sehingga saksi Zainuddin Tahir dan 
saksi Shelvi Tahir secara Islam 
melalui ijab kabul yang dituntun oleh 
Imam Kampung Lere yakni saksi 
Ardin Sanjaya serta dicatatkan di 
KUA Palu Barat sebagaimana pula 
tercatat dalam buku nikah nomor : 
413/98/IV/2011 sehingga terdakwa 
dan saksi Shelvi Tahir resmi menjadi 
suami istri padahal terdakwa 
mengetahui bahwa dirinya masih 
terikat dengan pernikahannya yang 
pertama dengan saksi Nansy 
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Rumimpunu dan menjadi halangan 
untuk menikah denagn orang lain; 
- perbuatan terdakwa melanggar 
ketentuan sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 279 ayat 
(1) ke-1 KUHP; 
Dalam upaya pembuktian atas studi 
kasus yang diajukan penulis dalam 
penulisan skripsi ini, guna penyampaian 
fakta-fakta yang terungkap dalam 
pemeriksaan secara berturut-turut, 
persidangan menghadirkan alat bukti 
yang sah berupa :
11
 
1) Keterangan Saksi-saksi,  
2) Alat Bukti Surat. 
3) Alat bukti Keterangan Terdakwa. 
2. Fakta Hukum. 
keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa serta dihubungkan 
dengan barang bukti, maka terungkap 
adanya fakta-fakta hukum sebagai 
berikut : 
12
 
- Bahwa terdakwa menikah dengan 
saudara Nansy Rumimpunu pada 
tanggal 12 desember 2004 di Gereja 
Etafa Donggala secara sah serta 
mempunyai akta perkawinan dari 
catatan sipil dan juga telah memiliki 
satu orang putri; 
- Bahwa benar pada bulan november 
tahun 2008 hubungan rumah tangga 
terdakwa dengan Nansy Rumimpunu 
tidak harmonis lagi Nansy 
Rumimpunu pergi meninggalkan 
terdakwa hingga saat ini; 
- Bahwa benar antara terdakwa dengan 
isterinya Nansy Rumimpunu masih 
terikat perkawinan dan belum pernah 
bercerai; 
- Bahwa benar pada tanggal 17 April 
2011 terdakwa melangsungkan akad 
nikah dirumah saksi Tansil Alias 
Anci Jalan Munif Rahman dan 
resepsi pernikahannya dilaksanakan 
di Graha Tirta Karajalemba 
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 Putusan Pengadilan Palu Nomor : 
271/Pid.B/2008/PN.PL 
12
 Ibid 
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu 
tanpa seijin dari isteri terdakwa yaitu 
Nansy Rumimpunu;  
- Bahwa benar surat keterangan duda 
yang dikeluarkan oleh Desa 
Kalukubula dan terdakwa perlihatkan 
kepada Shelvi Tahir dengan orang tua 
Shelvi Tahir tersebut dengan tujuan 
untuk meyakinkan mereka bahwa 
antara terdakwa dengan Nansy 
Rumimpunu sudah bercerai;  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang mengatur tentang perkawinan, 
menjelaskan bahwa undang-undang 
perkawinan ini menganut asas monogami yang 
berarti seorang suami hanya diperbolehkan 
memiliki isteri satu orang. Namun demikian 
perkawinan seorang suami dapat dilakukan 
atau beristri lagi kalau dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
memenuhi persyaratan tertentu dan izin yang 
diputuskan oleh pengadilan.  
Hal ini diatur dalam pasal 9 UU 
Perkawinan : Seseorang yang masih terikat tali 
perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang disebut 
pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-
undang ini. Kemudian oleh Peraturan 
Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-
undang Perkawinan mengatur secara khusus 
pada Bab VIII tentang "Beristeiri lebih dari 
seseorang" yaitu pasal 40 sampai dengan 
pasal 44 dan mengatur tentang sanksi pidana 
dalam hubungannya dengan seseorang 
beristeri lebih dari satu orang pada Bab IX 
pasal 45. 
Berdasarkan petunjuk Mahkamah 
Agung tersebut di atas maka pasal 279 KUHP 
berlaku terhadap seorang suami yang kawin 
lagi dan tidak mendapatkan izin dari 
pengadilan. Sebelum diberlakukan Undang-
undang Perkawinan Tahun 1974, pasal 279 
KUHP ini tidak dapat diperlakukan terhadap 
seorang suami yang melakukan poligami 
karena Hukum Agama Islam membolehkan 
seorang suami mempunyai isteri empat orang 
dalam waktu bersamaan. Pada saat itu 
pasal 279 KUHP baru dapat diperlakukan 
terhadap seorang suami (yang beragama 
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015 
 
6 
 
Islam kalau mempunyai isteri lebih dari 
empat orang).  
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 
Memutus Perkara Pidana Terhadap 
Seorang Suami Melakukan Perkawinan 
Untuk Keduakalinya Tanpa Adanya 
Izin Dari Isteri Pertama (Studi Kasus 
No. 271/Pid.B/2008/PN.PL.) 
Putusan hakim pada dasarnya tidak 
bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, 
hal itu disebabkan karena ketiga unsur tersebut 
merupakan unsur yang esensial dalam hukum. 
Keadilan pada hakikatnya memberi 
perlindungan atas hak dan pada saat yang 
sama mengarahkan kepada kewajiban, 
sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan 
kewajiban di dalam masyarakat. Dengan 
keadilan prosedural baru memberi jaminan 
kepastian dan ketertiban tetapi belum tentu 
memberi keadilan secara substansial. Apabila 
ketiga unsur tersebut diterapkan sepenuhnya di 
dalam suatu putusan hakim maka dengan 
sendirinya putusan yang dibuat tersebut tidak 
akan melanggar dan menyalahi kepentingan 
siapapun. 
Menyatakan bahwa;
13
 
“Bahwa sebenarnya yang menyelesaikan 
persengketaan itu bukan aturan hukum 
yang terdapat pada undang-undang, 
kebiasaan, traktat, yurisprudensi, 
doktrin, ataupun hukum agama, 
melainkan yang menyelesaikan 
persengketaan tersebut adalah ”aturan 
hukum yang lahir dari penilaian hakim”. 
Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman pada tindak pidana 
pemerkosaan dalam putusan Nomor. 
271/Pid.B/2008/PN.PL berdasarkan beberapa 
pertimbangan bahwa untuk dapat menyatakan 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 
melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, 
maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut :  
1. Barang siapa; 
                                                          
13
 Achmad Ali, 2004. Meluruskan Jalan 
Reformasi Hukum, Agatama Press, Tanpa kota 
penerbitan. 
 Menimbang, bahan unsur barang 
siapa pada dasarnya menunjuk pada 
orang perorangan sebagai pelaku atau 
subyek hukum dalam suatu peristiwa 
pidana, dimana pelaku atau subyek 
hukum dimaksud secara hukum 
dipandang mampu bertanggungjawab 
atas perbuatannya tersebut; 
 Menimbang, bahwa dalam 
pemeriksaan perkara ini, penuntut 
umum telah menghadapkan para 
terdakwa yang mengaku bernama 
Abraham Ronny Pollo alias Ibrahim 
Roni, dimana identitas diri yang 
diterangkan oleh terdakwa tersebut 
ternyata sesuai dengan identitas 
terdakwa yang termuat dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum; 
 Menimbang, bahwa selain itu para 
terdakwa Abraham Ronny Pollo alias 
Ibrahim Roni, adalah tergolong orang 
yang sudah dewasa dan tidak 
mempunyai cacat mental, maka 
secara hukum dipandang mampu 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tersebut, sehingga 
dengan demikian unsur barangsiapa 
menurut majelis telah terpenuhi;  
2. Mengadakan Pernikahan  
 Menimbang, bahwa berdasarkan 
pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, bahwa 
perkawnan dipandang sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya 
itu, selanjutnya dalam ayat (2) bahwa 
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
perundang-undangan yang berlaku; 
 Menimbang bahwa di persidangan 
telah terungkap adanya fakta-fakta 
sebagai berikut :  
 Bahwa benar terdakwa menikah 
dengan saudara Nansy Rumimpunu 
pada tanggal 12 desember 2004 di 
Gereja Etafa Donggala secara sah 
serta mempunyai akta perkawinan 
dari catatan sipil dan juga telah 
memiliki satu orang putri; 
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 Bahwa benar pada bulan November 
tahun 2008 hubungan rumah tangga 
terdakwa dengan Nansy Rumimpunu 
tidak harmonis lagi dan Nansy 
Rumimpunu pergi meninggalkan 
terdakwa hingga saat ini; 
 Bahwa benar antara terdakwa dengan 
istrinya Nansy Rumimpunu masih 
terikat perkawinan dan belum pernah 
bercerai;  
 Bahwa benar pada tanggal 17 April 
2011 terdakwa melangsungkan akad 
bikah di rumah saksi Tansil alias 
Anci Jalan Munif Rahman dan 
resepsi pernikahannya dilaksanakan 
di Graha Tirta Karajalemba 
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu 
tanpa seijin dari isteri terdakwa yaitu 
Nansy Rumimpunu; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan 
fakta-fakta tersebut diatas serta 
dihubungkan dengan keterangan-
keterangan saksi-saksi dan alat bukti 
terungkap, benar terdakwa telah 
melangsungkan pernikahan dengan 
perempuan bernama Shelvi Tahir 
pada hari minggu tanggal 17 April 
2011 yang mana akad nikahnya 
dilakukan dirumah saksi Tansil alias 
Anci Jalan Munif Rahman dan 
resepsi pernikahannya dilaksanakan 
di Graha Tirta Karajalemba 
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, 
berdasarkan syariat Islam dan 
pernikahan tersebut telah dicatatkan 
di KUA Kecamatan Palu Barat Kota 
Palu; 
 Menimbang, bahwa surat-surat dan 
administrasi pernikahan antara 
terdakwa dengan Shelvi Tahir telah 
dipenuhi sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh ketentuan perundang-
undangan, sehingga KUA 
menerbitkan buku nikah kepada 
terdakwa dan Shelvi Tahir; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan 
uraian tersebut diatas, unsur 
melakukan perkawinan menurut 
Majelis telah terpenuhi; 
3. Padahal diketahui bahwa 
pernikahannya atau pernikahan-
pernikahan pihak lain menjadi 
penghalang yang sah untuk itu;
14
 
 Menimbang, bahan maksud dari 
unsur ini adalah untuk mengetahui 
apakah perkawinan kedua yang 
dilakukan oleh terdakwwa terdapat 
penghalang bagi terdaka atau tidak; 
 Menimbang, bahwa menurut 
ketentuan Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan 
bahwa “seseorang yang masih terikat 
tali perkawinan dengan orang lain 
tidak dapat kain lagi, kecuali dalam 
hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 
(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”; 
 Menimbang, bahwa dari uraian fakta 
diatas dan dihubungkan dengan 
bukti-bukti yang diajukan 
dipersidangan serta dikaitkan dengan 
perbuatan terdakwa, maka Majelis 
Hakim dapat menarik kesimpulan 
bahwa yang menjadi penghalang 
terdakwa untuk pernikahannya yang 
kedua ialah terdakwa masih terikat 
perkawinan dengan seorang 
perempuan yang bernama Nansy 
Rumimpunu dimana pernikahan itu 
dilangsungkan pada tanggal 21 
Desember 2004 di Gereja Etafa 
Donggala, serta terdakwa dalam 
melangsungkan pernikahannya yang 
kedua bersama seorang perempuan 
bernama Shelvi Tahir tidak mendapat 
izin dari isteri pertamanya; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan 
uraian pertimbangan diatas unsur 
yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu menurut 
Majelis telah terpenuhi; 
 Menimbang, bahwa oleh karena 
semua unsur-unsur yang terdapat 
dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP 
telah terpenuhi, maka terdakwa 
dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana 
                                                          
14
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sebagaimana dalam dakwaan tunggal 
Penuntut Umum; 
 Menimbang, bahwa dalam 
persidangan tidak ditemukan adanya 
hal-hal yang dapat menghapuskan 
keslaahan terdakwa, baik itu alasan 
pemaaf maupun alasan pembenar, 
maka terdakwa harus dinyatakan 
bersalah atas tindak pidana yang 
dilakukannya dan dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan kesalahannya; 
 Menimbang, bahwa oleh karena 
terdakwa ditahan, maka sesuai 
dengan ketentuan Pasal 22 KUHAP 
patut dan adil apabila lamanya para 
terdakwwa ditahan sebelum putusan 
ini mempunyai kekuatan hukum 
tetap, akan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang akan dijatuhkan; 
 Menimbang, bahwa mengenai barang 
bukti ditentukan sebagai berikut : 1 
(satu) lembar kutipan akta 
perkawinan No. 25/2004 An. 
Abraham Ronny Pollo dan Nansy 
Rumimpunu tanggal 25 Februari 
2006 dari Catatan Sipil, 1 (satu) 
lembar surat nikah yang dikeluarkan 
oleh Majelis Sinode GIPD di Palu 
An. Abraham Ronny Pollo dan Nansy 
Rumimpunu tanggal 12 Desember 
2004, 1 (satu) lembar undangan 
pernikahan An.Sdr. Abraham Ronny 
Pollo alias Ibrahim Roni dan Sdri. 
Shelvi, 1 (satu) buah buku nikah 
berwarna hijau untuk isteri An. 
Shelvi dengan Nomor : 
413/98/IV/2011, 1(satu) buah buku 
nikah berwarna cokelat untuk suami 
An. Ibrahim Roni yang dikeluarkan 
oleh KUA Palu Barat, 1 (satu) lembar 
sertifikat Memeluk Agama Islam 
Nomor : KK.22.8.2/BA.01/19/2011 
tanggal 4 April 2011 yang 
dikeluarkan oleh KUA Palu Barat, 1 
(satu) lembar Surat Keterangan 
janda/duda dengan No. 
73.3/A.04/Pem. DK/II/2010 tanggal 
09 Februari, akan ditentukan dalam 
amar putusan ini; 
 Menimbang, bahwa oleh karena 
terdakwa akan dijatuhi pidana, maka 
sesuai dengan ketentuan pasal 222 
KUHAP biaya perkara ini 
dibebankan kepada terdakwa; 
 Menimbang, bahwa penjatuhan 
pidana terhadap para terdakwa 
bukanlah bertujuan untuk balas 
dendam, akan tetapi bertujuan untuk 
menjaga dan memelihara ketertiban 
dan kepastian hukum, sehingga dapat 
menumbuh-kembangkan kepercayaan 
masyarakat terhadap penegakan 
hukum di Indonesia; 
 Menimbang, bahwa sebelum 
menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa, Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan bagi 
terdakwa, yaitu :  
Hal-hal yang memberatkan :  
- Perbuatan terdakwa telah 
menimbulkan penderitaan psikis bagi 
saksi Nansy Rumimpunu; 
- Perbuatan terdakwa telah 
mencemarkan nama baik dan harga 
diri korban; 
Hal-hal yang meringankan :  
- Terdaka belum pernah dihukum; 
- Terdakwa bersikap sopan 
dipersidangan; 
- Terdakwa sebelum melakukan 
perbuatannya telah berupaya untuk 
memperbaiki hubungannya dengan 
korban, namun tidak berhasil; 
- Antara terdakwa dengan korban telah 
berpisah rumah sejak tahun 2008; 
Mengingat dan memperhatikan 
Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-
Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain 
yang bersangkutan dalam perkara ini; 
MENGADILI 
1. Menyatakan Abraham Ronny Pollo alias 
Ibrahim Roni terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Menikah Tanpa Ijin”; 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak 
perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian 
hari ada perintah lain dengan putusan 
hakim yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap terpidana melakukan tindak 
pidana sebelum selesai masa percobaan 
selama 1 (satu) rahun; 
4. Membebani pula terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
Mengamati perkara pidana 
dibidang perkawinan tersebut diatas maka 
menurut hemat penulis bahwa: 
1. Bagi pria yang beragama Islam, unsur 
perbuatan pidana ex pasal 279 KUH 
Pidana berupa: "Perkawinan yang sudah 
ada menjadi halangan yang sah untuk 
melakukan perkawinan lagi", Unsur 
tindak pidana ini harus diartikan : bahwa 
adanya perkawinan lebih dari satu kali 
itulah yang merupakan halangan dan 
pelanggaran terhadap pasal 279 KUH 
Pidana. 
2. Sekalipun azas perkawinan menurut 
Undang-Undang No. 1/1974 adalah 
Monogami, namun azas ini tidak bersifat 
mutlak bagi pria yang beragama Islam, 
karena pria masih dimungkinkan untuk 
beristri lebih dari satu orang dengan 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam 
pasal 40 jo pasal 5 (1) Undang-Undang 
No. 1/1974 tentang keharusan adanya 
izin dari istri terdahulu atau izin dari 
Pengadilan. 
3. Pada dasarnya perkawinan yang kedua 
yang dilakukan oleh Ibrahim Roni tidak 
salah karena pada dasarnya sudah terjadi 
hubungan pisah meja dan tempat tidur 
selama 2 tahun. Yang keliru memang 
adalah dimana Ibrahim Roni telah 
melangsungkan perkawinan yang kedua 
tanpa surat ketetapan perceraian dari 
Pengadilan Negeri Palu. 
 
 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pembuktian perkara pidana terhadap 
seorang suami melakukan perkawinan 
untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari 
isteri pertama telah melalui proses hukum 
yang benar dimana dalam pembuktian 
dipengadilan hakim telah menghadirkan 
beberapa orang saksi, bukti surat dan 
keterangan terdakwa yang berdasarkan 
Pasal 184 KUHAP telah memenuhi syarat 
dijadikan dasar menjatuhkan putusan.  
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara pidana 
terhadap seorang suami melakukan 
perkawinan untuk keduakalinya tanpa 
adanya izin dari isteri pertama adalah 
bahwa yang menjadi penghalang 
terdakwa untuk pernikahannya yang 
kedua ialah terdakwa masih terikat 
perkawinan dengan seorang perempuan 
yang bernama Nansy Rumimpunu dimana 
pernikahan itu dilangsungkan pada 
tanggal 21 Desember 2004 di Gereja 
Etafa Donggala, serta terdakwa dalam 
melangsungkan pernikahannya yang 
kedua bersama seorang perempuan 
bernama Shelvi Tahir tidak mendapat izin 
dari isteri pertamanya; berdasarkan uraian 
pertimbangan diatas unsur yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu menurut Majelis telah 
terpenuhi; oleh karena semua unsur-unsur 
yang terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) 
ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka 
terdakwa dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana
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